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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang
digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia ‘dan menjadi salah satu
kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Indonesia yang tingkat
kepatuhannya rendah, sistem administrasi perpajakan yang masih dalam
proses penyempurnaan, tidak adanya sumber data yang terintegrasi untuk
pembentukan pusat data (karena banyaknya instansi-instansi penerbit data
misal: data Perbankan, data’ dari’ Bea dan cukai, data dari Deperindag serta
lainnya yang belum terintegrasi), menyebabkan lemahnya sistem pengawasan
selama ini. Mengingat kondisi demikian, langkah yang tepat untuk
meingkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan meningkatkan
pengawasan melalui pemeriksaan.

Perlu diketahui bahwa sistem pemungutan pajak ada 3(tiga) macam
yaitu Official Assessment System, Self Assessment System, With Holding
System. Official Assessment System adalah system pemungutan pajak yang
memberi wewenang pemerintah (fiskus) untuk menetukan besarnya pajak
yang terutang oleh Wajib Pajak. Self Assessment System adalah system
pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk

menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dan With Holding System



adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak
ketiga (bukan fiskus atau Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Indonesia menganut Self
Assessment System yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung,
memperhitungkan,menetapkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri.
Self Assessment System yang diterapkan saat ini pun secara langsung maupun
tidak langsung akan mempengaruhi ketaatan. Wajib Pajak dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sistem ini memiliki kelemahan yang
mungkin Wajib Pajak melakukan kecurangan-kecurangan yang menyebabkan
kerugian bagi negara. Fiskus dalam hal ini aparat Direktorat Jendral Pajak
Pemerintah Daerah hanya /'menjalankan fungsi. pembinaan, penelitian,
pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi perpajakan.

Kepatuhan ~membayar pajak dimulai dari pemahaman bahwa
masyarakat telah lebih dahulu menikmati dan memanfaatkan barang dan jasa
publik dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian dilanjutkan dengan
pemahaman bahwa sarana dan prasarana tersebut memerlukan pemeliharaan
dan pengembangannya untuk kehidupan kini dan masa mendatang. Kemudian
setelah mengetahui dan memahami pentingnya pajak bagi pembangunan,
diharapkan kepatuhan membayar pajak bagi warga negara akan meningkat
sehingga tax ratio negara pun meningkat.

Target penerimaan pajak yang besar seharusnya tidak sulit dicapai jika
kepatuhan masyarakat sebagai pembayar pajak telah tinggi. Kepatuhan pajak

dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan ketika Wajib Pajak memenuhi



semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.
Kepatuhan tersebut meliputi kepatuhan formal dan materil.

Dengan adanya fenomena diatas, tentunya hal tersebut merupakan fakta
bahwa masih kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan
kewajiban perpajakannya yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan
target penerimaan pajak tidak tercapai.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban
melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan. \Wajib Pajak baik
melalui pengawasan administratif maupun melalui pemeriksaan pajak. Tujuan
pemeriksaan pajak sebagai penguji kepatuhan Wajib Pajak adalah hal yang
seharusnya dilaksanakan, tanpa adanya pemeriksaan di bidang perpajakan,
maka fiskus akan sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak atau
bahkan sama sekali tidak akan pernah tahu tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Pengawasan itu sendiri pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk
menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas
tujuan yang akan dicapai. Fungsi pengawasan dalam lingkup perpajakan
merupakan salah satu tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak yang pada
dasarnya meliputi-kegiatan penelitian dan pemeriksaan di bidang perpajakan.
Apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan tersebut
merupakan suatu proses yang berkaitan satu sama lainnya, terutama dalam
hubungannya dengan usaha penegakan Peraturan Perundang-undangan
Perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak akan

kewajiban perpajakannya. (Anjarini 2012)



1.2.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis tertarik
melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Frekuensi
Pemeriksaan Pajak Dan Kualitas Pemeriksa Pajak Terhadap Tingkat
Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Jakarta Kebayoran Baru Tiga”.

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, dapat dirumuskan
pokok permasalahan dalam penelitian “Pengaruh Frekuensi Pemeriksaan

Pajak dan Kualitas Pemeriksa Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib

Pajak Badan Pada KPP Pratama ' Jakarta Kebayoran Baru Tiga” adalah

sebagai berikut:

1. Apakah terdapat Pengaruh Frekuensi Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat
Kepatuhan  Wajib Pajak Badan yang dilaksanakan pada KPP Pratama
Jakarta Kebayoran Baru Tiga?

2. Apakah terdapat Pengaruh Kualitas Pemeriksa Pajak terhadap Tingkat
Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang diilaksanakan pada KPP Pratama

Jakarta Kebayoran Baru Tiga?



1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Frekuensi Pemeriksaan Pajak terhadap
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang dilaksanakan pada KPP
Jakarta Kebayoran Baru Tiga .

2. Untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Pemeriksa Pajak terhadap Tingkat
Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang dilaksanakan pada KPP Jakarta

Kebayoran Baru Tiga.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi

berbagai pihak, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
Dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan bagi para
akademis yang memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai
ilmu perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan
gambaran dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan dapat
digunakan sebagai referensi dan masukan-masukan maupun pedoman bagi

pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-



masalah perpajakan yang telah terjadi dan juga untuk menambah sumber
pustaka yang telah ada.
2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Direktorat Jendral Pajak
Memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan
perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
Badan.

b. Bagi peneliti lain
Dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin
ditemukan dalam penelitian ini, apabila dikemudian hari akan
melakukan penelitian sejenis.

c. Bagi peneliti
Dapat mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan adanya
pelaksanaan pemeriksaan pajak.

d. Bagi Pembaca
Diharapkan = hasil penelitian dapat bermanfaat untuk menambah
pengetahuan serta menjadi referensi atau bahan masukan dalam

penelitian sejenis pada penelitian yang akan datang.





